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Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan pelayanan sesuatu
yang tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan bermasyarakat. Masyarakat selalu ingin
mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari aparatur pemerintahan yang
memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dan menerima pelayanan yang
memuaskan dari aparatur pemerintahan. Pelayanan publik ialah upaya yang
diberikan oleh suatu instansi pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan
masyarakat dalam bentuk barang, jasa, maupun administrative yang dilakukan
sesuai dengan prinsip dan tanggung jawabnya. Ombudsman adalah Lembaga
negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan
publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan
termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau
perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan dalam menjalankan
tugasnya Ombudsman terbebas dari campur tangan kekuasaan yang lain.

Ombudsman dibentuk dengan tujuan untuk menerima ,menyelidiki, dan
menyelesaikan aduan atau keluhan yang diajukan oleh masyarakat terhadap
tindakan atau ketidaksesuaian yang dilakukan oleh pihak administrasi pemerintah.
Dalam beberapa kasus yang diajukan kepada Ombudsman belum mendapatkan atau
penyelesaian dalam jangka waktu yang tepat. Hal ini dapat terjadi karena berbagai
alasan. Seperti keterbatasan sumber daya, kelebihan beban kerja, atau mugkin
kurangnya kewenangan atau otoritas Ombudsman dalam menanggapi kasus
tersebut, padahal sudah menjadi tanggung jawab Ombudsman dalam menanggapi
laporan dari masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada. Dari beberapa kasus
yang tidak terjawab atau tidak ditanggapi. Kemudian terlepas dari adanya kasus
atau tidak adanya laporan yang tidak ditanggapi, belum ada Undang-Undang yang
mengatur terkait hal tersebut, sedangkan sudah menjadi tugasnya Ombudsman
menerima dan menyelesaikan laporan dari masyarakat.

Berdasarkan latar Belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam skripsi ini
adalah apa upaya hukum terhadap Ombudsman yang tidak menanggapi laporan dari



Masyarakat. Serta bagaimana kedudukan dan peran Ombudsman yang tidak
menanggapi laporan dari Masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini yaitu. Pertama
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa upaya hukum terhadap Ombudsman
yang tidak menanggapi laporan dari Masyarakat. Kedua penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana kedudukan Ombudsman yang tidak menanggapi
laporan dari Masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan
metode penelitian doctrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif, dengan
menggunakan pendekatan undang-undang dan kosep. Sumber bahan hukum
melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan studi
kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data melalui analisis konten.
Pengolahan data melibatkan pemeriksaan dan analisis bahan hukum untuk
menyimpulkan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Ombudsman sebagai Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dalam
mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Lembaga Ombudsman adalah
Lembaga yang bersifat mandiri yang tidak memiliki hubungan dengan Lembaga
Negara dan Instansi pemerintahan lainnya. Ombudsman biasanya beroperasi secara
independent, hal ini dapat memberikan kebebasan untuk mendapatkan keadilan dan
keberlanjutan tanpa tekanan eksternal. Apabila Ombudsman tidak menaggapi
laporan yang disampaikan masyarakat atau pelapor, maka apa yang dapat dilakukan
oleh masyarakat atau pelapor terhadap Ombudsman yang tidak menaggapi laporan
tersebut. sedangkan didalam UU nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia tidak mengatur apa upaya hukum yang dapat dilakukan
masyarakat jika laporannya tidak ditanggapi.

Karena sudah menjadi tugas dan wewenangnya Ombudsman dalam menanggapi
laporan dari Masyarakat terhadap pelayanan publik, jadi jika terdapat laporan yang
tidak ditanggapi oleh Ombudsman dapat mengurangi kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga tersebut, sedangkan didalam UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman RI tidak mengatur upaya hukum yang dapat masyarakat atau pelapor
lakukan bagi Ombudsman yang lalai terhadap tugas dan wewenangnya. Oleh
karena itu, disarankan agar didalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang
Ombuudsman RI mengatur perihal upaya hukum yang dapat pelapor atau
masyarakat lakukan jika laporannya tidak ditanggapi. Ini juga dapat mempermudah
masyarakat dalam memahami ketika laporannya tidak ditanggapi. Dengan adanya
aturan atau perihal upaya hukum yang dapat pelapor atau masyarakat lakukan ini
sebagai bentuk pertanggung jawaban jika Ombudsman lalai terhadap tugasnya. Dan
diharapkan dapat lebih bagus dalam menjalankan tugasnya jika terdapat kebijakan
tersebut.

Syahda Hafidz Adzindafa. Mei 2024. UPAYA HUKUM TERHADAP
OMBUDSMAN YANG TIDAK MENANGGAPI LAPORAN DARI
MASYARAKAT. Skripsi, Program Sarjana program Studi Hukum Fakultas



Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing Prof. Dr.
H. Ichsan Anwary, S.H., M.H

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode
penelitian dostrinal. Sifat penelitian ini bersifat preskriptif, membahas isu hukum
dengan argumentasi dan konsep baru. Pendekatan penelitian melibatkan
Pendekatan Undang-undang dan Pendekatan Konsep. Jenis dan sumber bahan
hukum mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan content analysis. Pengolahan dan
analisis data melibatkan pemeriksaan dan penyesuaian bahan hukum, diikuti oleh
analisis untuk mendapatkan kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti. Tujuan
penelitian ini yaitu. Pertama penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa upaya
hukum terhadap Ombudsman yang tidak menanggapi laporan dari Masyarakat.
Kedua penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan
Ombudsman yang tidak menanggapi laporan dari Masyarakat.

Karena sudah menjadi tugas dan wewenangnya Ombudsman dalam menanggapi
laporan dari Masyarakat terhadap pelayanan publik, jadi jika terdapat laporan yang
tidak ditanggapi oleh Ombudsman dapat mengurangi kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga tersebut, sedangkan didalam UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman RI tidak mengatur upaya hukum yang dapat masyarakat atau pelapor
lakukan bagi Ombudsman yang lalai terhadap tugas dan wewenangnya. Oleh
karena itu, disarankan agar didalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang
Ombuudsman RI mengatur perihal upaya hukum yang dapat pelapor atau
masyarakat lakukan jika laporannya tidak ditanggapi. Ini juga dapat mempermudah
masyarakat dalam memahami ketika laporannya tidak ditanggapi. Dengan adanya
aturan atau perihal upaya hukum yang dapat pelapor atau masyarakat lakukan ini
sebagai bentuk pertanggung jawaban jika Ombudsman lalai terhadap tugasnya. Dan
diharapkan dapat lebih bagus dalam menjalankan tugasnya jika terdapat kebijakan
tersebut.

Kata Kunci (keywordl): upaya hukum, ombudsman, laporan
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penulis Salsabila Farica, Muhammad Taufig Hasan Dhiya, Muhammad
Lutfan Husein Dafi, Muhammad Hanif Adli Rasyid yang selalu
memberikan dukungan kepada Penulis.

Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum

UniversitasLambung Mangkurat

Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku ketua Program Studi
Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Bapak Prof. Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah
memberikan banyak masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Seluruh Dosen Fakultas Hukum UniversitasLambung Mangkurat.

Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas
pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa.

Kepada seluruh teman-teman LP2DH yang tidak dapat disebutkan satu
persatu yang selalu membantu dan mendukung Penulis.

Kepada seluruh teman-teman Penulis yang ada di kampus yang tidak
bisa penulis sebutkan satu persatu.

Serta kepada seluruh teman — teman Pondok yang selalu siap sedia
membantu, dan memberikan semangat untuk Penulis.

Syahda Hafidz Adzindafa. Apresiasi sebesar besarnya kepada diri sendiri
karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah

dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, seerta
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